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PENDAHULUAN

Pelaksanaan pesta demokrasi yang beru-
pa pemilihan umum baik untuk lembaga leg-
islative (anggota-anggota DPR, DPRD mau-
pun DPD) yang akan dilanjutkan dengan pe-
milihan presiden dan wakil presiden masih

akan dilaksanakan ditahun 2014, namun de-
mikian memasuki bulan kedua di tahun 2013,
suasana perpolitikan di Indonesia sudah terasa
“hangat”,jika kita mencermati berbagai
persitiwa yang melibatkan berbagai partai
politik peserta pemilu yang saling memasang

MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK
MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI FUNGSI

PARTAI POLITIK

Miranu Triantoro
STKIP PGRI Blitar

mir.stkip@gmail.comta

Abstrak: Partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik merupakan elemen kunci dan roh
dari sistem demokrasi yang harus menjadi pilar dalam melakukan perubahan sosial dan/atau
pembangunan, karena melalui keterlibatannya masyarakat ikut bertanggung jawab secara moral
dan sosial terhadap segala kebijakan dan keputusan yang diambil terkait dengan tata kehidup-
an bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Partai politik merupakan salah satu pihak yang
memiliki peran besar dalam menjalankan fungsinya dalam meningkatkan partisipasi masyara-
kat dalam bidang politik. Terdapat empat fungsi partai politik yang apabila dilakukan secara
efektif benar-benar mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Keempat fungsi partai politik
itu meliputi (1) sarana komunikasi politik, (2) sosialisasi politik (political socialization), (3)
sarana rekruitmen politik (political recruitment), dan (4) pengatur konflik (conflict manage-
ment).  Dalam realitsnya sebuah partai politik yang mampu menjalankan fungsinya dengan
baik akan meningkatkan elektabilitas partai dan menumbuhkan kepercayaan terhadap per-
kembangan demokrasi.

Kata kunci: partisipasi politik masyarakat dan fungsi partai politik.

Abstract: Public participation in political life is key element and the spirit of democratic
system that should be a pillar in doing social change and or social development, because by
their involvement in political life, they will be responsible morally and socially to all policies
and decisions related to the system of social life, state and nation. A political party is a party
that has a major role in its function in increasing public participation in politics. There are four
functions of political parties, which, if done effectively, it really can increase public participa-
tion. They are as follows, (1) a means of political communication, (2) political socialization,
(3) a means of political recruitment, and (4) conflict management. If a political party can
realize its function effectively, it will improve its electability in society and make democracy
grows well.

Key words: public political participation and function of political party.
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dan menerapkan srategi pencitraan di samping
berusaha untuk saling menjatuhkan pamor dan
kekuatan riel masing-masing partai politik
dengan mengusung issue-issue korupsi yang
melibatkan berbagai tokoh partai politik.
Misalkan saja bagaimana Partai Demokrat (se-
bagai partai Pemerintah) terus di goyang oleh
berbagai kasus korupsi yang melibatkan ber-
bagai fungsionarisnya, mulai bendahara umum
Muhammad Nazarudin yang akhirnya secara
berkelanjutan menggelandang “Angelina
Sondakh’, Sang Menteri Pemuda dan Olah
Raga “Andi Malarangeng” yang menyebab-
kan semakin terpuruknya elektabilitas partai,
yang membuat Susilo Bambang Yudhoyono
mengambil langkah-langkah berupa 8
(delapan) solusi untuk mengangkat citra partai,
yang salah satunya adalah memberikan “ke-
sempatan” kepada Anas Urbaningrum yang
banyak disebut oleh berbagai pihak terlibat
dalam berbagai kasus korupsi proyek wisma
atlit maupun hambalang, sementara waktu di-
berikan kesempatan untuk mengkonsentrasi-
kan dirinya dalam kasus hukum yang menjerat
dirinya yang sedang ditangani oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi. Walaupun di dalam
pernyataannya tidak ada kata-kata untuk
“menonaktifkan” dalam jabatannya sebagai
Ketua Umum Partai Demokrat tetapi secara
politik, Anas Urbaningrum sudah tidak me-
miliki kekuasaan dalam menjalankan roda
Partai Demokrat yang telah membesarkan na-
manya. Hal yang justru mengejutkan banyak
pihak adalah kenapa setelah Susilo Bambang
Yudhoyono memberikan kesempatan kepada
Anas untuk berkosentrasi ke ranah hukum,
pada hari Jumat, tanggal 22 Pebruari 2013
secara legal formal Anas Urbaningsrum dite-
tapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
sebagai tersangka dalam kasus Hambalang,
sehingga terkesan Susilo Bambang Yudhoyono
sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat,
telah mengetahui sebelumnya. Adakah hal ini
terkait dengan tragedi bocornya sprindik (Su-
rat Perintah Penyidikan) dari KPK atau ada
konfigurasi politik di tingkat elit atau masih
banyak lagi nuansa-nuansa yang
melatarbelakanginya? Semoga pertanyaan-
pertanyaan masyarakat dapat segera terjawab

seiring dengan berjalannya kasus ini di peng-
adilan.

Sementara itu Partai Keadilan Sejahtera
telah tercemar dengan ditangkapnya “Presiden
PKS” Hassan Lutfi dalam kasus Suap “Import
Daging” yang sekarang juga dijadikan seba-
gai “sasaran tembak” Komisi Pemberantasan
Korupsi, sehingga paska pengundurannya,
partai segera mengambil tindakan penyelamat-
an dengan mengangkat dan/atau memilih
presiden partai yang baru yaitu “Anis Matta”
sebagai penanggung-jawab dan pemegang
nahkoda partai. Bahkan sesuatu yang sangat
mengejutkan adalah pernyataan Susilo
Bambang Yudhoyono, yang meminta
penanggungjawab “tragedi Lumpur Lapindo”
untuk segera menyelesaikan problematika
sekitar “ganti rugi” terhadap para korban
lumpur lapindo, yang secara tidak langsung
merupakan upaya untuk “menohok” Partai
Golkar, karena Abu Rizal Bakri (ARB) sang
Ketua Umum Golkar yang rencana diusung
oleh Partai Golkar sebagai Calon Presiden
2014 s.d 2019, merupakan salah satu
“pemilik” dari perusahan yang bisa menyebab-
kan semburan lumpur di Sidoarjo.

Berbagai fakta tersebut di atas menggam-
barkan betapa rendahnya moralitas para wakil-
wakil rakyat atau orang-orang yang sudah
dipercaya oleh masyarakat dalam memegang
tampuk pemerintahan menuju kemakmuran
dan kesejahteraan rakyat. Apalagi jika meli-
hat berbagai fakta yang ada di gedung DPR/
MPR, dimana banyak para wakil rakyat yang
“membolos” dari sidang-sidang DPR, bahkan
pelaksanaan sidang ditunda dengan alasan
jumlah peserta tidak memenuhi quorum yang
ditentukan, sungguh sangat memalukan dan
ironi sekali, sebagai seorang anggota dewan
yang terhormat mewakili rakyat menjadi
“penghianat amanat rakyat”, karena mereka
hanya mengutamakan “harta”, jabatan dan
kekuasaan belaka, tidak didasari oleh
tingginya moralitas, etika dan akhlak yang
baik. Oleh karena itulah wajar jikalau banyak
masyarakat yang bersifat apriori terhadap
anggota DPR, DPRD maupun DPD dan bah-
kan Pemerintah yang telah diberikan tugas
untuk memegang amanat yang telah
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diberikannya. Masyarakat cenderung apatis
dan tidak peduli dengan berbagai kegiatan
politik yang seharusnya menjadi hak mereka
untuk ikut menentukan nasib bangsa dan Ne-
gara dalam sebuah Negara demokrasi. Seba-
gai sebuah bahan renungan cobalah kita simak
dari berbagai pemilihan kepala daerah tingkat
I maupun II selama tahun 2012- 2013
prosentase masyarakat yang Golput; Aceh
yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur
pada hari Senin tanggal 9 April 2012 jumlah
masyarakat yang tidak mempergunakan hak
pilihnya sejumlah 24, 27 %; Daerah Khusus
Ibukota Jakarta pada putaran pertama jumlah
masyarakat yang tidak mengrgunakan hak
pilihnya sebanyak 2.555.207 (37%) dari
jumlah Daftar Pemilih Tetap tercatat 6.962.348
orang; sedangkan pada pemilihan putaran ke-
dua dengan jumlah pemilih yang meningkat
(dalam DPT sebesar 6.996.951) jumlah warga
Jakarta yang tidak menggunakan hak pilihnya
menjadi menurun 4 % menjadi 33 % . Sedang-
kan dalam tataran pemilihan kepala daerah
tingkat II (kabupaten/kota) dapat diberikan
contoh berikut: (1) pemilukada kabupaten
Bojonegoro yang diselenggarakan pada tang-
gal 10 Nopember 2012 menembus angka 29
% .(2) Pemilukada Bangkalan yang diseleng-
garakan pada tanggal 12 Desember 2012
angka Golput sebesar 41,50 %, (3) Pemilukada
di kabupaten Nganjuk sebesar 40 %; Sedang-
kan untuk Pemilukada di Tulungagung yang
diselenggarakan pada tanggal 31 Januari 2013
jumlah warga masyarakat yang tidak meng-
gunakan hak pilihnya (golput) sebesar 290.000
atau (33%). Berbagai angka golput tersebut
menunjukkan angka yang cukup fantastic se-
bagai suatu Negara yang menyelenggarakan
perhelatan dalam pemilihan seorang pemim-
pin yang bersifat demokratis.

Apatisme masyarakat dalam ikut berpar-
tisipasi dalam bidang pemerintahan dan atau
politik tersebut jika tidak diperhatikan dengan
secara seksama, maka roh demokrasi yang
menjadi nafas kehidupan bangsa kita sema-
kin pudar, yang berarti pula fondasi pemba-
ngunan bangsa menuju tatanan masyarakat
yang bermartabat menjadi rapuh. Oleh karena
itu semua pihak, khususnya para politisi, pe-

megang tampuk kekuasaan, para pemerhati
perkembangan kehidupan bangsa, para tokoh
masyrakat memiliki tanggung jawab moral
untuk mengembalikan kepedulian masyarakat
terhadap tatanan perikehidupan bermasyara-
kat, berbangsa dan bernegara, sehingga pelak-
sanaan tatanan pemerintahan benar-benar di-
arahkan pada upaya peningkatan kesejahtera-
an, keadilan dan kemakmuran rakyat dan
bangsa Indonesia pada umumnya.

Dengan memiliki partisipasi yang tinggi
dalam bidang politik dan/atau pemerintahan
diharapkan pembangunan benar-benar menda-
pat respon yang baik, mendapatkan dukungan
penuh dari masyarakat dengan berbagai ben-
tuk kontri-businya, disamping adanya control
social yang memadahi dari seluruh lapisan
masyarakat, sehingga program-program pem-
bangunan yang dilaksanakan benar-benar
,mengacu dan berorientasi kepada kepenting-
an rakyat banyak.

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT

Konsepsi masyarakat Indonesia yang
pluralis, yang terdiri dari berbagai ragam bu-
daya, adat-istiadat, agama, kepercayaan telah
membawa keunikan tersendiri bagi bangsa
Indonesia, apalagi jika melihat kondisi
geografi Negara Republik Indonesia yang ter-
diri dari berbagai kepulauan dan berada di
posisi silang dua benua dan dua samodra,
menandakan akan arti pentingnya sebuah ke-
bersamaan dalam keanekara-gaman, sehing-
ga secara filosofis semboyan “Bhinneka Tung-
gal Ika” merupakan perisai yang sangat ampuh
untuk mengatasi keanekaragaman yang ada di
dalamnya.

Dengan memperhatikan berbagai feno-
mena pluralism yang ada, maka upaya untuk
melibatkan seluruh potensi masyarakat meru-
pakan sesuatu yang harus dilakukan agar
sejalan dengan prinsip Negara demokrasi yang
menempatkan rakyat sebagai unsur utama da-
lam sebuah system pemerintahan, baik dalam
bidang politik, ekonomi, sosial budaya mau-
pun pertahanan dan keamanan. Dengan demi-
kian rakyat atau masyarakat suatu bangsa se-
cara keseluruhan memiliki tanggung jawab
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moral yang sama dalam meningkatkan kese-
jahteraan bersama, baik secara sendiri-sendi-
ri maupun secara bersama dengan lingkungan
dimana seseorang itu berada. Salah satu
patisipasi masyarakat yang semakin menga-
lami perkembangan dalam sebuah sistem pe-
merintahan adalah bagaimana seseorang
individu memiliki keterlibatan dalam me-
nentukan dan memilih para anggota legisla-
tive maupun eksekutif baik secara langsung
maupun tidak langsung.

Makna Partisipasi Politik

Partisipasi politik pada hakekatnya me-
rupakan keikutsertaan masyarakat dalam se-
buah kegiatan-kegiatan politik, baik yang
menyangkut urusan-urusan Negara, pengam-
bilan sebuah keputusan (decision making),
kebijakan (policy), pembagian (distribution)
atau alokasi (allocation). Keikut sertaan ma-
syarakat dalam sebuah kegiatan-kegiatan
politik dan kenegaraan ini disamping meru-
pakan salah satu cirri Negara demokrasi, juga
sekaligus menjadi tolok ukur seberapa besar
tanggungjawab masyarakat dalam memba-
ngun bangsanya, karena sebuah perubahan
sosial (pembangunan) tidak akan mungkin
dapat terjadi tanpa pelibatan masyarakat dan
peningkatan kesejahteraan.

Meriam Budiarjo (2005,161) dalam bu-
kunya “Dasar-dasar Ilmu Politik” telah menge-
mukakan bahwa kegiatan seseorang dalam
partai politik merupakan suatu bentuk partisi-
pasi politik. Menurut beliau partisipasi politik
mencakup semua kegiatan sukarela melalui
mana seseorang turut serta dalam proses pe-
milihan pemimpin-pemimpin politik dan turut
serta secara langsung atau tidak langsung da-
lam pembentukan kebijakan umum. Kegiatan
kegiatan ini mencakup kegiatan memilih da-
lam pemilihan umum; menjadi angota
golongan politik seperti partai, kelompok
penekan, kelompok kepentingan, duduk da-
lam lembaga politik seperti dewan perwakil-
an rakyat atau mengadakan komunikasi de-
ngan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam
badan itu, berkampanye dan menghadiri ke-
lompok diskusi, dan sebagainya.

Sedangkan Michael Rush dan Phillip

Althoff (2005, 23) dalam bukunya “Pengantar
Sosiologi Politik” mengemukakan, bahwa
partisipasi politik adalah keterlibatan individu
pada bermacam-macam tingkatan di dalam
sistem politik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa
aktivitas politik dapat bergerak dari
ketidakterlibatan sampai dengan aktivitas ja-
batannya, adanya perbedaan tingkat partisipasi
antara masyarakat yang satu dengan masyara-
kat yang lain.

Berdasarkan pada pendapat di atas, maka
yang menjadi indikator terjadinya partisipasi
poliitik adalah adanya keterlibatan seorang
anggota masyarakat baik secara individu mau-
pun secara kelompok dalam sebuah tatanan
politik, diantaranya adalah mempergunakan
hak pilih (aktif maupun pasif) dalam proses
pemilihan anggota legislative maupun
eksekutif (pemilihan anggota DPR, DPRD,
Presiden, Gubernur maupun Kepala Daerah
Tingkat II Kabupaten dan Kotamadya, mau-
pun yang lainnya); menjadi anggota dalam
sebuah organisasi sosial politik (partai politik,
kelompok kepentingan/interest Group, kelom-
pok penekan/pressure group); ikut ambil bagin
secara aktif dalam sebuah pertemuan-pertemu-
an atau dialog-dialog dengan berbagai pihak,
terutama dengan para pembuat kebijakan, se-
hingga mampu mempengaruhi hasil keputus-
an yang secara langsung maupun tidak lang-
sung akan mempengaruhi tata kehidupan ma-
syarakat pada umumnya.Dengan demikian
maka partisipasi politik sebenarnya tidak
hanya sekedar melibatkan warga masyarakat
dalam tahapan-tahapan awal penentuan kebi-
jakan, akan tetapi setelah kebijakan ditetap-
kan atau diputuskan masyarakat tetap memi-
liki tanggung jawab untuk melakukan control
social/pengawasan sosial terhadap pelaksana-
an dari sebuah kebijakan.

Bentuk-bentuk Partisipasi Politik
Masyarakat

Partisipasi atau keikutsertaan masyarakat
merupakan elemen kunci dari sebuah perubah-
an sosial dan pembangunan masyarakat, ka-
rena dengan melibatkan seluruh anggota ma-
syarakat disamping dapat membelajarkan
masyarakat untuk senantiasa bertanggungja-
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wab terhadap kemajuan dan peningkatan
kesejahteraannya baik secara individu dan
kelompok, sekaligus dapat diketahui harapan-
harapan dan keinginan-keinginan melalui ke-
terlibatan masyarakat dapat diketahui harap-
an-harapan dan keinginan yang ada seiring
dengan situasi dan kondisi riel yang ada di
lingkungan masyrakat yang bersangkutan.

Menurut Michael Rush dan Phillip
Althoff (2005, 121-122) ada berbagai bentuk
partisipasi politik yang bersifat herachis dida-
sarkan atas taraf atau luasnya partisipasi, yak-
ni: (1) menduduki jabatan politik atau admin-
istrative, (2) mencari jabatan politik atau ad-
ministrative, (3) keanggotaan aktif suatu or-
ganisasi politik, (4) keanggotaan pasif suatu
organisasi politik, (5) keanggotaan aktif suatu
organisasi semu politik/quasi political, (6)
keanggotaan pasif suatu organisasi semu
politik/quasi political, (7) partisipasi dalam
rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya, (8)
partisipasi dalam diskusi politik informal mi-
nat umum dalam politik, dan (9) voting / pem-
berian suara. Keberadaan berbagai bentuk par-
tisipasi politik yang mendasarkan pada
herarchi di atas bukan berarti herarchis yang
bawah menjadi prasarat bagi berkembangnya
partisipasti masyarakat di atasnya. Tetapi
hanya sekedar memberikan cakupan berbagai
jajaran partisipasi politik yang dapat diterap-
kan dalam semua tipe system politik yang ada.

Berbeda dengan pandangan tersebut di
atas, Samuel P. Huntington dan Joan Nelson
(1990, 9-10) membagi bentuk-bentuk partisi-
pasi politik menjadi 5 (lima), yaitu: (1) Kegi-
atan Pemilihan; yaitu kegiatan pemberian sua-
ra dalam pemilihan umum, mencari dana
partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan
bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tin-
dakan lain yang berusaha mempengaruhi ha-
sil pemilu; (2) Lobby; yaitu upaya perorangan
atau kelompok menghubungi pimpinan politik
dengan maksud mempengaruhi keputusan
mereka tentang suatu isu; (3) Kegiatan Organ-
isasi; yaitu partisipasi individu ke dalam or-
ganisasi, baik selaku anggota maupun
pemimpinnya, guna mempengaruhi pengam-
bilan keputusan oleh pemerintah; (4) Contact-
ing; yaitu upaya individu atau kelompok da-
lam membangun jaringan dengan pejabat-pe-
jabat pemerintah guna mempengaruhi kepu-

tusan mereka, dan (5) Tindakan Kekerasan
(violence); yaitu tindakan individu atau kelom-
pok guna mempengaruhi keputusan pemerin-
tah dengan cara menciptakan kerugian fisik
manusia atau harta benda, termasuk di sini
adalah huru-hara, teror, kudeta, pembutuhan
politik (assassination), revolusi dan
pemberontakan.

Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi
politik masyarakat tersebut, hakekat intinya
adalah bahwa setiap bentuk partisipasi politik
mengarah kepada bagaimana sebuah kebijak-
an atau keputusan yang mempengaruhi tatanan
kehidupan masyarakat dapat dipengaruhi.

Partai Politik

Hakekat Partai Politik
Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang

Partai politik secara tegas telah memberikan
batasan tentang partai politik sebagai berikut:

“Partai politik adalah organisasi yang
bersifat nasional dan dibentuk oleh se-
kelompok warga negara Indonesia se-
cara sukarela atas dasar kesamaan
kehendak dan cita-cita untuk memper-
juangkan dan membela kepentingan
politik anggota, masyarakat, bangsa
dan negara, serta memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1945”. (pasal 1)

Sejalan dengan itu Miriam Budiardjo
(2005, 60-61) mengemukakan bahwa partai
politik adalah suatu kelompok yang
terorganisir yang anggota-anggoanya mempu-
nyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang
sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk mem-
peroleh kekuasaan politik dan merebut kedu-
dukan politik – (biasanya) dengan cara kon-
stitusional – untuk melaksanakan kebijaksa-
naan-kebijaksanaan mereka.

Berdasarkan batasan tersebut dapat dike-
mukakan bahwa sebuah partai politik meru-
pakan sebuah organisasi politik yang dengan
sengaja dibentuk oleh sekelompok orang yang
memegang teguh sebuah ideologi tertentu dan
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mempunyai sebuah tujuan yang telah
disepakati bersama oleh orang-orang yang
membentuknya.

Fungsi Partai Politik
Keberadan partai politik sebagai sebuah

organisasi yang dibentuk dalam rangka me-
nyiapkan anggota masyarakat untuk ikut ambil
bagian dalam tatanan kehidupan bermasyara-
kat, berbangsa dan bernegara merupakan sine
qua non (sesuatu yang seharusnya) dilakukan
dalam mengembangkan tata kehidupan demo-
krasi di sebuah negara berkembang seperti
negara Indonesia. Oleh karena itulah banyak
diantara para pakar politik yang berusaha un-
tuk memberikan pandangannya mengenai
fungsi-fungsi partai politik yang dapat dikem-
bangkan dalam menjaga elektabilitas partai
politik yang bersangkutan.

Menurut Undang-undang No. 2 tahun
2008, fungsi partai politik secara eksplisit te-
lah dicantumkan dalam pasal pasal 11 ayat 1 ,
yang jika dirinci adalah sebagai berikut: (1)
Pendidikan politik bagi anggota dan masya-
rakat luas agar menjadi warga negara Indone-
sia yang sadar akan hak dan kewajibannya
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara, (2) Penciptaan iklim yang
kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa
indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. (3)
Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi
politik masyarakat dalam merumuskan dan
menetapkan kebijakan Negara; (4) Partisipasi
politik warga negara Indonesia, dan (5)
Rekrutmen politik dalam proses pengisian
jabatan politik melalui mekanisme demokra-
si dengan memperhatikan kesetaraan dan
keadilan gender.

 Sedangkan menurut Miriam Budiardjo
(2005, 163) fungsi-fungsi tersebut dapat di-
kategorikan menjadi 4, yaitu,: (1) sarana ko-
munikasi politik, (2) sosialisasi politik (politi-
cal socialization), (3) sarana rekruitmen politik
(political recruitment), dan (4) pengatur
konflik (conflict management). Sarana komu-
nikasi politik artinya menyalurkan aneka ra-
gam pendapat dan aspirasi masyarakat dan
mengaturnya sedemikian rupa sehingga
kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat

berkurang; sebagai sarana sosialisasi politik,
artinya sebagai suatu proses melalui mana se-
seorang memperoleh sikap dan orientasi ter-
hadap fenomena politik, yang umumnya
berlaku dalam masyarakat dimana ia berada.
Sebagai sarana rekruitmen politik, artinya
berfungi untuk mencari dan mengajak orang
yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiat-
an politik sebagai anggota partai. Sedangkan
fungsi sebagai sarana pengatur konflik artinya
bahwa dalam suasana demokratis, persaingan
dan perbedaan pendapat dalam masyarakat
merupakan soal yang wajar, jika sampai terja-
di konflik, maka partai politik berusaha untuk
mengatasinya.

UPAYA MENGOPTIMALKAN FUNGSI
PARTAI SEBAGAI LANGKAH
PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK

Partisipasi politik merupakan suatu
keharusan dan tidak bisa ditinggalkan jika
mengharapkan pembangunan politik bangsa
benar-benar mencerminkan dan sesuai dengan
aspirasi yang berkembang di masyarakat, ka-
rena melalui keikutsertaan dalam politik ini-
lah warga masyarakat dapat ikut andil dalam
mewarnai sebuah kebijakan politik, baik keti-
ka dalam tahap perencanaan program atau
pembuatan keputusan, pelaksanaan kebijak-
an atau bahkan sampai dengan proses penila-
ian atau monitoring terhadap pelaksanaan pro-
gram yang telah ditetapkan. Hal inilah yang
sebenarnya menjadi hakekat dari berdirinya
sebuah partai politik, sebagaimana dikemuka-
kan oleh Ichlasul Amal (2012,xv):

“Sebagai suatu organisasi, partai politik
secara ideal dimaksudkan untuk
mengaktifkan dan memobilisasi rakyat,
mewakili kepentingan tertentu, member
jalan kompromi bagi pendapat-penda-
pat yang saling bersaing, serta menye-
diakan sarana suksesi kepemimpinan
politik secara abash (legitimate) dan
damai”

Dalam tata kehidupan perpolitikan yang
masih “mencari bentuk” seperti di Indonesia
saat ini, maka setiap partai politik seyogyanya
mampu untuk menjalankan fungsinya dengan
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baik, sehingga harapan-harapan masyarakat
yang dicurahkan lewat partai dapat
direalisasikan dan jauh dari kekecewaan.
Sekaligus merupakan cermin dari kemampu-
an partai dalam menjalanlan fungsi dan garis
partai.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan
sejalan dengan fungsi-fungsi partai politik
dalam meningkatkan partisipasi politik masya-
rakat diantaranya adalah sebagai berikut:

Sebagai sarana komunikasi politik

Partai politik hendaknya mampu untuk
menjalin hubungan yang baik dengan waga
masyarakat/audien, karena melalui hubungan
yang baik dan harmonis, penyampaian pesan
dapat dilakukan dengan mudah. Dalam hal ini
masyarakat luas dapat menyampaikan
tuntutan-tuntutan atau aspirasinya kepada
partai politik dan sebaliknya partai politik, ti-
dak hanya sekedar menampung aspirasi ter-
sebut tetapi harus mampu menyalurkan
aspirasi tersebut ke lembaga penentu kebijak-
an. Apabila masyarakat benar-benar merasa as-
pirasinya dapat tersalurkan secara otomatis
tingkat kepercayaan masyarakat akan
meningkat dan berpengaruh terhadap tingkat
partisipasinya dalam politik.

Sebagai sosialisasi politik

Sosialisasi politik ini terkait dengan ke-
mampuan partai politik dalam memasyarakat-
kan ide-ide, vissi, missi dan program-program
partai politik terkait dengan kebijakan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh
karena itu untuk meningkatkan partisipasi
politik masyarakat, partai politik harus memi-
liki kemampuan untuk menumbuhkan reaksi-
reaksi positif pada masyarakat, dengan mema-
parkan berbagai kebijakan-kebijakan penting
yang telah diperjuangkan dan diambil mela-
lui berbagai media yang ada, baik media antar
pribadi mapun melalui media massa. Fungsi
partai politik sebagai sarana politik ini lebih
mengarah kepada bagaimana mewujudkan dan
meningkatkan kesadaran warga Negara teru-
tama bagi generasi muda dalam bidang politik
kenegaraan, sehingga mereka sadar akan hak

dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara termasuk kesadaran untuk
menggunakan hak pilihnya dalam pemilu ber-
dasarkan Pancasila dan Undang-Undang Da-
sar 1945.

Sarana Rekruitmen Politik

Rekruitmen merupakan fungsi partai
yang sangat penting dan banyak mendapatkan
sorotan dari masyarakat yang menjadi
konstituen dari kehidupan kepartaian/sistem
politik, karena melalui rekruitmen yang tepat
akan dapat diperoleh pemimpin-pemimpin
yang benar-benar dapat diandalkan dalam
menjalankan amanah masyarakat yang
disalurkan melalui partai-partai politik keper-
cayaan. Untuk itu setiap partai politik diha-
rapkan mampu melakukan proses pengkader-
an secara tepat dan menempatkannya pada
posisi yang sesuai dengan kapasitas kepriba-
dian dan kemampuannya. Ketidakmampuan
sebuah partai dalam menyelenggarakan pro-
ses pemilihan dan penentuan seorang kader
dalam sebuah jabatan-jabatan penting/strategis
akan mengakibatkan partai yang bersangkut-
an akan ditinggalkan oleh konstituennya yang
berarti pula tingkat patisipasi masyarakat akan
menjadi rendah. Demikian pula dengan ting-
kat elektabilitas partai

Sarana Pengatur Konflik

Relevan dengan kondisi masyarakat yang
pluralis, maka setiap partai politik harus mam-
pu menampung dan menjadi penyalur berba-
gai nilai-nilai, keyakinan/ kepercayaan yang
berkembang di masyarakat. Partai politik hrus
senantiasa menyesuaikan diri dengan
dinamika yang berkembang seiring dengan
perkembangan demokrasi, sehingga semakin
mampu menampung berbagai kepentingan
yang berbeda dan mensinkronkan dengan pro-
gram-program partai, maka tingkat keperca-
yaan dan partisipasi masyarakat terhadap
partai akan mengalami peningkatan yang ber-
arti.
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